PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS
PERATURAN PRESI DEN NOMCOR 10 TAHUN 2005 TENTANG
UNI' T ORGANI SASI DAN TUGAS ESELON |
KEMENTERI AN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

bahwa dal am rangka nendukung tersel enggaranya tertib adm ni strasi

peneri ntahan dan peni ngkatan kinerja Kabinet |ndonesia Bersatu,

di pandang perlu nmengubah Peraturan Presiden Nonmor 10 Tahun 2005

tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Kenenterian Negara
Republ i k I ndonesi a sebagai mana tel ah beberapa kali diubah terakhir
dengan Perat uran Presiden Nonor 91 Tahun 2006;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara
Republ i k I ndonesi a Tahun 1945;

2. Peraturan Presiden Nonor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kenenterian
Negara Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan
Per at uran Presiden Nonor 90 Tahun 2006;

3. Peraturan Presiden Nonor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organi sasi dan Tugas Eselon | Kenenterian Negara Republik
| ndonesi a sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nonor 66 Tahun 2006;

MVEMJUTUSKAN

Menet apkan :

PERATURAN PRESI DEN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
PRESI DEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGAN SASI DAN TUGAS
ESELON | KEMENTERI AN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nonor 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon | Kenenterian Negara
Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah dengan
Per at uran Presiden :

a Nonmor 15 Tahun 2005;

b Nonmor 63 Tahun 2005;

C. Normor 80 Tahun 2005;

d. Nonmor 66 Tahun 2006;

e. Normor 91 Tahun 1006,

d
1

i ubah sebagai berikut :
. Ket ent uan Pasal 5 di ubah, sehingga berbunyi sebagai beri kut



"Pasal 5

Kenent eri an Koor di nat or Bi dang Kesej aht eraan Rakyat terdiri dari

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Sekretariat Kenenterian Koordinator

Deputi Bi dang Koordi nasi Kerawanan Sosi al

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan perunahan
Rakyat

Deput i Bi dang  Koor di nasi Kependudukan, Kesehatan dan
Li ngkungan Hi dup.

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan, Agama, dan Aparatur
Negar a;

Deputi Bidang Koordi nasi Kebudayaan, Pariw sata, Penuda, dan
A ah Raga;

Deput i Bi dang Koor di nasi Penber dayaan Per emrpuan dan
Kesej aht eraan Sosi al ;

Deputi Bi dang Koordi nasi Penanggul angan Kem ski nan;

Staf Ahli.

Ket ent uan Pasal 6 di ubah, sehingga berbunyi sebagai beri kut
"Pasal 6

Sekretari at Kenent eri an Koor di nat or menpunyai t ugas
nmel aksanakan koordi nasi pel aksanaan tugas serta penbi naan dan
penberi an dukungan adm ni strasi Kenenterian Koordi nat or

Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial nenpunyai tugas
nmenyi apkan koordi nasi perencanaan dan penyusunan kebijakan
serta nensi nkronkan pel aksanaan kebi jakan di bi dang kerawanan
sosi al .

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perunahan
Rakyat nenpunyai tugas nenyi apkan koordi nasi perencanaan dan
penyusunan kebi j akan serta nmensi nkr onkan pel aksanaan
kebi j akan di bi dang perlindungan sosi al dan perunahan rakyat.
Deput i Bi dang  Koor di nasi Kependudukan, Kesehatan dan
Li ngkungan H dup nenpunyai tugas nenyiapkan koordi nasi
perencanaan dan penyusunan kebijakan serta nensinkronkan
pel aksanaan kebijakan di bidang kependudukan, kesehatan dan
I i ngkungan hi dup.

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan, Agama, dan Aparatur
Negara nenpunyai tugas nenyi apkan koordi nasi perencanaan dan
penyusunan kebi j akan serta nmensi nkr onkan pel aksanaan
kebi j akan di bi dang pendi di kan, agama, dan aparatur negara.
Deputi Bidang Koordi nasi Kebudayaan, Pariw sata, Penuda, dan
A ah Raga nenpunyai tugas nenyi apkan koordi nasi perencanaan
dan penyusunan Kkebijakan serta nensinkronkan pel aksanaan
kebi j akan di bi dang kebudayaan, pariw sata, penuda, dan ol ah
raga.

Deput i Bi dang Koor di nasi Penber dayaan Per emrpuan dan
Kesej aht eraan Sosial nenpunyai tugas nenyiapkan koordi nasi
perencanaan dan penyusunan kebijakan serta nensinkronkan
pel aksanaan kebijakan di bidang penberdayaan perenpuan dan
kesej aht eraan sosi al .

Deputi Bi dang Koordi nasi Penanggul angan Kem ski nan nenpunya
tugas nenyi apkan koordi nasi perencanaan dan penyusunan



(9)

kebi j akan serta mensi nkronkan pel aksanaan kebijakan di bi dang
penanggul angan kem ski nan.

Staf Ahli nenpunyai tugas nenberi kan tel aahan kepada Menteri
Menteri  Koordi nator Bidang Kesejahteraan Rakyat nengenai
masal ah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak
menj adi bi dang tugas Sekretariat Kenenterian Koordi nator dan
Deputii .

Ket ent uan Pasal 31 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

"Pasal 31

Departenen Tenaga Kerja dan transmigrasi terdiri dari

a.
b.
C.

d.

0

—— =

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Sekretariat Jenderal

Di rektorat Jenderal Penbi naan Pel ati han dan Produktivitas

D rektorat Jenderal Penbi naan hubungan I ndustrial dan Jam nan
Sosi al Tenaga Kerja

Di rektorat Jenderal Penbi naan Hubungan | ndustrial dan Jam nan
Sosi al Tenaga Kerj a;

D rektorat Jenderal Penbi naan Pengawasan Ket enagakerj aan;
Direktorat Jenderal Penbi naan Penyi apan Pernuki man dan
Penenpat an Transmi gr asi ;

Direktorat Jenderal Penbinaan Pengenbangan Masyarakat dan
Kawasan Transmi grasi ;

| nspekt orat Jenderal ;

Badan Penelitian, Pengenbangan, dan Infornasi;

Staf Ahli.

Ket ent uan Pasal 32 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 32

Sekretariat Jenderal menpunyai tugas nel aksanakan koor di nasi
pel aksanaan tugas serta penbinaan dan penberian dukungan
adm ni strasi Departenen.

Direktorat Jenderal Penbinaan Pelatihan dan Produktivitas
menpunyai tugas nerunuskan serta nel aksanakan kebijakan dan
standardi sasi teknis di bidang penbinaan pelatihan dan
produktivitas.

Direktorat Jenderal Penbi naan Penenpatan Tenaga Kerja
menpunyai tugas nerunmuskan serta nel aksanakan kebijakan dan
standardi sasi teknis di bidang penbi naan penenpatan tenaga

kerj a.
D rektorat Jenderal Penbi naan Hubungan I ndustrial dan Jam nan
Sosi al Tenaga Kerja nenpunyai tugas nerunuskan dan

nmel aksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
penbi naan hubungan industrial dan jam nan sosial tenaga
kerj a.

Direktorat Jenderal Penbinaan Pengawasan Ketenagakerj aan
menpunyai tugas nerunuskan dan nel aksanakan kebijakan dan
st andar di sasi tekni s di bi dang penbi naan pengawasan



(6)

(7)

(8)
(9)

(10)

ket enagaker | aan.

Direktorat Jenderal Penbi naan Penyi apan Pernuki man dan
Penenpat an Transmi gr asi menpunyai  tugas nerunuskan dan
nmel aksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
penbi naan penyi apan pernmuki man dan penenpatan transm grasi.
Direktorat Jenderal Penbinaan Pengenbangan Masyarakat dan
Kawasan Transm gr asi menpunyai t ugas mer unuskan dan
nmel aksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
penbi naan pengenbangan masyar akat dan kawasan transm grasi.

| nspekt orat Jenderal nenpunyai tugas nel aksanakan pengawasan
t erhadap pel aksanaan tugas di |ingkungan Departenen

Badan Penelitian, Pengenbangan, dan |nformasi nenpunyai tugas
nmel aksanakan penelitian, pengenbangan, dan informasi di
bi dang ket enagakerjaan dan ketransm grasi an.

Staf Ahli nenpunyai tugas nenberikan tel aahan kepada Menteri
Tenaga Kerja dan Transm grasi nengenai mnmsalah tertentu
sesuai bidang keahliannya, yang tidak nenjadi bidang tugas
Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan
| nspekt orat Jenderal .

Pasal ||

Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D tetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 12 Pebruari 2007

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
Ttd

DR H SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO



